
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.377, 2010 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Hutan Produksi. 
Pelepasan.  

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.33/Menhut-II/2010 
TENTANG 

TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN  
PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI    

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 
19 ayat (5), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 26, dan 
Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata 
Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat 
Dikonversi;   

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3844); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5068); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2010, No.377 3

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5056); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan 
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5097); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010  tentang  
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5098); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010  tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara;  

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II;  

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Eselon I; 
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16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-
II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kehutanan yang telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 
64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 80); 

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-
II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin 
Pemanfatan Kayu dan/atau dari Penyiapan Lahan dalam 
Pembangunan Hutan Tanaman (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 289); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA 

CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI 
YANG DAPAT DIKONVERSI.   

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:  

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 

2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan 
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

3. Hutan tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya 
sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan 
produksi terbatas, dan hutan produksi tetap. 

4. Hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK 
adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan 
bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. 
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5. Izin penggunaan kawasan hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri 
untuk menggunakan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan 
pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan 
peruntukan kawasan hutan melalui pinjam pakai kawasan hutan. 

6. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang 
berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 
dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan 
kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. 

7. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan 
menjadi bukan kawasan hutan. 

8. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan HPK 
menjadi bukan kawasan hutan. 

9. Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan adalah persetujuan awal 
pelepasan kawasan hutan untuk digunakan bagi pembangunan di luar 
kegiatan kehutanan yang diberikan oleh Menteri. 

10. Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan adalah keputusan penetapan 
pelepasan kawasan HPK untuk digunakan bagi pembangunan di luar 
kegiatan kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Berita Acara 
Tata Batas (BATB) yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas. 

11. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi 
batas, pemancangan patok batas, pengumuman inventarisasi dan 
penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan 
pemetaan serta pembuatan BATB atas kawasan hutan yang akan dilepaskan 
untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. 

12. Panitia Tata Batas Kawasan Hutan adalah Panitia yang dibentuk oleh 
Bupati/Walikota. 

13. Penggantian nilai tegakan adalah penggantian nilai tegakan dari kegiatan 
IPK pelepasan HPK. 

14. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan penebangan dan pemanfaatan kayu dari 
kawasan hutan yang dilepaskan untuk pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan.  

15. Yayasan adalah yayasan yang berbadan hukum Indonesia. 
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